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WALIKOTA BATAM / WAKIL WALIKOTA BATAM 

                                                                                              SASARAN STRATEGIS 

1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi  
2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi  
3 Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan InfraStruktur Perkotaan yang Modern serta Penataan 

Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman 
4 Mewujudkan Penguatan Sektor Industri Dan Mendorong Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, 

Maritim Dan Pertanian/ Perikanan Dalam Menopang Perekono-mian Daerah  
5 Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Umkm dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri Dan 

Pasar Domestik 
6 Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam 

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 

1  Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah 
daerah yang efektif, efisien dan berkualitas 
2  Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku 

kepentingan dalam proses pembangunan. 
3  Meningkatnya pelayanan publik yang transparan danakuntabel 

dengan memanfaatkan teknologi informasi 
4 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

ketentraman dan ketertiban 
5 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik  
6 Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan 

masyarakat yang terjangkau dan merata 

7 Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga  
8 Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan 
9  Terkendalinya pertumbuhan penduduk 

10  Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, 

beragama dan bersuku bangsa. 

11 Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam 

pembangunan kualitas kehidupan masyarakat 
12  Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha 

dalam mendorong penguatan perekonomian daerah 

13 Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan 

berwawasan lingkungan 
14 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang 

konsisten 

15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sesuai dengan daya dukung dan daya tamping 

16 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan 

pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana 
17 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan 

nyaman 
 

 
 
 
 

18 Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang 

mantap dan dalam kondisi baik 

19 Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka 

pengendalian banjir. 

20 Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan 

kecamatan yang berwawasan lingkungan 

21Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak 

dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi 

masyarakat 

22Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan 

administrasi atas tanah aset pemko Batam, kawasan fasos, fasum 

dan jaringan jalan di kawasan perumahan, tanah masyarakat, serta 

pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam serta 

penataan dan pengadaan kawasan pemakaman dalam meningkatkan 

pelayanan publik 

23 Terwujudnya penyelesaian Kampung Tua Kota Batam 

24 Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan 

pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan,mari tim, 

perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

25 Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri 

kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan 

ketersediaan pangan 

26 Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan 

tertentu 

27 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland 
28 Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara optimal  

29 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 

di hinterland 

30 Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland 

URUSAN WAJIB 

PERANGKAT DAERAH TERKAIT  

1 DINAS PENDIDIKAN  

2 DINAS KESEHATAN 
3 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 
4 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 
5 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 
6 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMAKAMAN 
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS 
8 DINAS TENAGA KERJA 
9   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

10   DINAS PERTANAHAN 
11  DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
12   DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
 
 
 
 

13.  DINAS PERHUBUNGAN 
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
15 DINAS KOPERASI DAN UKM 
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 
17 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
20 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 
21 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK & KB 
22 BADAN KESBANG DAN POLITIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUSAN PILIHAN & PENUNJANG 

PERANGKAT DAERAH TERKAIT  

9 DINAS PENDIDIKAN 

10 DINAS KESEHATAN 
11 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 

23 DINAS PERIKANAN 
24 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM 
25 BAPPELITBANG 
26 BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM 
27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

28 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
29 INSPEKTORAT DAERAH 
30 SEKRETARIAT DPRD  
31 RUMAH SAKIT DAERAH 
32 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM 

 
 
 
 
 

 

 

2  Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan pengembangan dan pengendalian ekonomi daerah 
3  Meningkatnya koordinasi pembinaan BUMD dan Investasi Daerah 
4  Meningkatnya capaian kinerja bagian layanan pengadaan dan pembangunan infrastruktur 
5 Meningkatnya Persentase koordinasi permasalahan bidang evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan 

Indikator Sasaran 
1  Persentase koordinasi permasalahan bidang perencanaan, pelaksanaan program strategis yang diselesaikan 

2  Jumlah koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian ekonomi daerah  

3 Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan BUMD dan Investasi Daerah  
4  Persentase capaian target bagian layanan pengadaan dan pembangunan infrastruktur 
5 Persentase koordinasi permasalahan bidang evaluasi dan pelaporan yang diselesaikan 

12 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 
13 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 
14 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMAKAMAN 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA 

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

12 KABAG  DI LINGKUNGAN SETDAKO BATAM 
1  Meningkatkan tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas 
2  Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama 
3  Meningkatkan kinerja perusahaan daerah 
4  Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efektik dan efisien 
5  Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

Indikator Sasaran 
1  Nilai Akuntabilitas kinerja 
2  Kategori LPPD Yang semakin Baik 
3  Jumlah dana Bansos yang tersalurkan 
4 Opini Akuntan Publik 
5 Persentase SPM yang terpenuhi 
6 Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja 
7 Indeks Kepuasan Masyarakat 
8  Pengendalian Inflasi Daerah 
9  Peningkatan Daya Saing Daerah 
10  Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan 
11 Peningkatan koneksitas kerjasama dengan stakeholders 
12  Pengelolaan Keuangan Daerah 
13 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam 

 

KECAMATAN SEKOTA BATAM 
BELAKANG 

PADANG 
SEKUPANG LUBUK BAJA SAGULUNG SUNGAI BEDUK NONGSA GALANG BULANG BATAM KOTA BENGKONG BATU AMPAR BATU AJI 


